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PPAT adalah pegjabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai hak atas tanah,
salah satunyaialah Akta Hibah. Hibah ialah perjanjian sepihak dimana pihak pertama akan menyerahkan
suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain. Dalam pelaksanaannya, hibah harus memenuhi syarat
objektif maupun subjektif. Tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan suatu perbuatan hukum menjadi
batal demi hukum seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Blb
yang mana hakim menyatakan batal demi hukum akta hibah yang dibuat berdasarkan identitas pal su.
Adapun permasal ahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. tanggung jawab PPAT terhadap
pembuatan akta hibah berdasarkan identitas palsu, 2. akibat hukum pembatalan akta hibah, 3. implementasi
asas itikad baik atas peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan negeri bale bandung Nomor
195/Pdt.G/PN Blb. Untuk menjawab permasal ahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis
normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis adalah PPAT tidak bertanggung jawab atas
pembuatan akta hibah yang memuat identitas palsu sebab PPAT hanya bertanggung jawab atas kebenaran
formiil, 2. Akta hibah yang memuat identitas palsu tidak memenuhi syarat objektif sehingga batal demi
hukum, maka hibah hibah tersebut dianggap tidak pernah ada, 3. YK dalam kasus posisi tersebut tidak
mengimplementasikan asas itikad baik sedangkan DW selaku pembeli atas tanah objek hibah dapat
dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu seharusnya PPAT
dalam menjal ankan tugasnya mengedepankan asas kehati-hatian dan setiap individu harus
mengimplementasikan asas itikad baik atas setiap perbuatan hukum.

...... PPAT isapublic official authorized to make authentic deeds regarding land rights, one of which isthe
Grant Deed. A grant is a one-sided agreement in which the first party will hand over an object because of
their kindness to another party. In its implementation, grants must meet both objective and subjective
requirements. The non-fulfillment of material conditions causes alegal action to be null and void, asin the
Bale Bandung District Court Decision Number 195/Pdt.G/2020/PN Blb, in which the judge declared null
and void the grant deed made based on afalse identity. The problemsraised in thisstudy are 1. PPAT's
responsibility for creating a grant deed based on afalse identity, 2. the legal consequences of canceling the
grant deed, 3. implementation of the principle of good faith on the transfer of land rights based on the
decision of the Bale Bandung District Court Number 195/ Pdt.G/PN Blb. A normative juridical legal
research method with an explanatory type of research was used to answer these problems. The analysis
results are that PPAT was not responsible for making a grant deed containing a false identity because PPAT
was only responsible for the formal truth, 2. The grant deed containing a false identity did not meet the
objective requirements, so it was null and void, then the grant was considered to have never existed, 3. In the
case of the position, YK did not implement the principle of good faith, while DW, as the buyer of the land
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object of the grant, can be declared a buyer in good faith. The advice that can be given isthat PPAT should
prioritize the principle of prudence in carrying out its duties, and each individual must implement the
principle of good faith for every legal act.



